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Abstrak 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji pertumbuhan pendapatan Kota Bogor selama periode 2020-2022, 
menilai kinerja belanja daerah serta efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan pembangunan, 
mengevaluasi kemampuan pemerintah Kabupaten Bogor dalam mengelola deficit atau surplus anggaran, dan 
memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah berdasarkan hasil analisis yang 
ditemukan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif kuantitatif, dengan 
data sekunder yang didapat dari LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN 
ANGGARAN 2020 – 2022 melalui website pemerintah Kota Bogor. Data dianalisis menggunakan analisis 
varian pendapatan, rasio kemandirian daerah, rasio efektivitas terhadap pendapatan asli daerah, dan rasio 
efisiensi keuangan daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2020 – 2022 dapat dikatakan baik dilihat dari rata-rata varians 
pendapatan daerah sebesar 102,67%, rata-rata tingkat kemandirian daerah yang masih rendah sebesar 
39,25%, rata-rata rasio efektivitas PAD sebesar 111,63%, dan rata-rata rasio efisiensi PAD sebesar 93,57%. 
 
Kata Kunci : APBD, Kinerja Keuangan, Rasio Keuangan Daerah 
 

Abstract 
The aim of this research is to examine the income growth of Bogor City during the 2020 – 2022 period, assess 
regional spending performance as well as effectiveness and efficiency in achieving development goals, evaluate 
the ability of Bogor City government to manage budget deficits or surpluses, and provide recommendations for 
improving regional financial performance based on analysis results found. The research method used in this 
research is quantitative descriptive method, with secondary data obtained from the BOGOR CITY 
GOVERNMENT BUDGET REALIZATION REPORT FOR THE 2020 – 2022 BUDGET YEAR via the Bogor City 
government website. Data were analyzed using income variance analysis, regional independence ratio, 
effectiveness regional ratio to original income regions, and regional financial efficiency ratios. The result of 
this research show that the financial performance of the Bogor City Regional Revenue and Expenditure Budget 
for 2020 – 2022 can be said to be good, seen from the average regional income variance is 102,67%, the 
average level of regional independence which is still low at 39,25%, the average PAD effectiveness ratio is 
111,63%, and the average PAD efficiency ratio is 93,57%. 
 
Keywords : APBD, Financial Performance, Regional Financial Ratios 
 

PENDAHULUAN 
Saat ini, Indonesia adalah negara kepulauan dengan 38 propinsi. Sistem 

pemerintahan sentralisasi di Indonesia diubah menjadi sistem pemerintahandesentralisasi 
karena wilayahnya yang lebih besar. Tujuannya adalah agar pemerintahan dapat berjalan 
lebih efisien dan dapat mengawasi dan mengatur kepentingan masyarakat di daerah 
tersebut. Dengan autonomi, daerah memiliki hak, wewenang, dan kewajiban untuk 
mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sendiri.  

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan salah satu instrumen 
utama dalam pengelolaan keuangan daerah yang digunakan untuk mengelola sumber daya 
finansial guna mencapai tujuan pembangunan. Kinerja keuangan APBD mencerminkan 
efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam mengalokasikan dan memanfaatkan 
dana publik. Kota Bogor, sebagai salah satu kota besar di Provinsi Jawa Barat, memiliki 
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APBD yang signifikan dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pelayanan 
publik. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-
Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat 
dan Pemerintahan Daerah menjadi landasan hukum dalam pengelolaan keuangan daerah. 
Analisis kinerja keuangan APBD Kota Bogor pada periode 2020-2022 menjadi penting 
untuk memahami bagaimana pemerintah daerah mengelola sumber daya keuangan di 
tengah kondisi yang penuh tantangan ini. 

Menurut  Mahmudi  (2020)  laporan  keuangan  daerah  sebagai  alat  evaluasi  
kinerja pemerintah  secara  seluruhan  dan  unit-unit  didalamnya Oleh  karena  itu,  
pengukuran  penilaian kinerja keuangan dapat dijadikan bahan evaluasi dan dapat 
memulihkan kinerja engan adanya pembanding dalam pelaksanaannya. 
 Tujuan dari penelitian ini adalah Mengkaji pertumbuhan pendapatan Kota Bogor 
selama periode 2020-2022. Menilai kinerja belanja daerah serta efektivitas dan 
efisiensi dalam mencapai tujuan pembangunan.Mengevaluasi kemampuan pemerintah 
Kota Bogor dalam mengelola deficit atau surplus anggaran. Memberikan rekomendasi 
untuk meningkatkan kinerja keuangan daerah berdasarkan hasil analisis yang ditemukan. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Akuntansi Pemerintahan 
 Suparna (2018:258) dalam (Rawis et al., 2020) Akuntansi pemerintahan meliputi 
aktivitas pencatatan, pengklasifikasian, pengikhtisaran, pelaporan transaksi-transaksi 
keuangan pemerintah sebagai suatu kesatuan dari unit-unitnya, serta penafsiran atas hasil 
aktivitas ini. Riyanto (2015:3) mengatakan Akuntansi pemerintahan merupakan salah satu 
bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan yang memiliki 
karakteristik khususnya diantaranya lebih menekankan pada pencatatan pelaksanaan 
anggaran negara serta pelaporan realisasinya (Rawis et al., 2020). 
 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
 Menurut Mahsun, Firma dan Heribertus (2011:81) dalam (Alfiani et al., 2021), 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan 
daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. Menurut BPK RI yang dikutip 
dalam Kompas (2019), Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD) mencerminkan 
manajemen keuangan daerah serta anggaran bisa menjadi alat evaluasi kinerja pemerintah 
daerah dalam penyelenggaraan pembangunan di wilayahnya (Alfiani et al., 2021). 
 
Kinerja Keuangan Daerah 
 Menurut Halim & Kusufi (2014) dalam (Sejahtera & Kabupaten, 2024)  kinerja 
keuangan pemerintah daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk 
melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Menurut Sumarjo Kinerja 
keuangan pada pemerintah daerah adalah keluaran atau hasil dari kegiatan atau program 
yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran daerah dengan 
kualitas dan kuantitas yang terukur, kemampuan daerah dapat diukur dengan menilai 
efisien atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat (Nurulafifah ,2012:3 dalam 
Krisniawati et al., 2021). Kinerja keuangan merupakan hasil dari suatu kegiatan yang 
dilakukan dengan maksud untuk mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi (Zuhdi 
et al., 2016). 
 
Pengelolaan Keuangan Daerah 
 Menurut Mamesa (1995) Keuangan daerah dapat diartika sebagai “semua hak dan 
kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala satuan, baik berupa uang maupun 
barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh 
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negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku” (Halim,2007:23 dalam  Machmoed et al., 2021). 
 
METODE 
 Penelitian ini berjenis kuantitatif deskriptif. Penelitian deskriptif kuantitatif adalah 
penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-
fenomena yang ada, dengan menggunakan angka-angka untuk menjelaskan karakteristik 
individu atau kelompok (Darmawan, 2020). 
 Data-data yang digunakan penelitian ini didapat dari LAPORAN REALISASI 
ANGGARAN PEMERINTAH KOTA BOGOR TAHUN ANGGARAN 2020 – 2022 melalui website 
pemerintah kota Bogor. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif 
kuantitatif. Berikut analisis data yang digunakan pada penelitian ini: 

a. Varians pendapatan 
 Menurut Fitra (2019) Analisis Varians Pendapatan-LRA merupakan selisih 
antara realisasi pendapatan-LRA dengan yang dianggarkan (Fitra & Efendi, 2020). 
Berikut rumusannya: 

𝐴𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑖𝑠 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑠 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥

𝐴𝑛𝑔𝑔𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝑇𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥
 𝑥 100% 

Tabel 1 Skala Varians Pendapatan 

Skala Interval 
Kemampuan 
Keuangan 

>100 Baik 

<100 Kurang Baik 
Sumber: (Tyas & Rani, 2022) 

b. Rasio Kemandirian Daerah 
 Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap dana 
eksternal(Awani & Hariani, 2021). Makin tinggi rasio kemandirian, mengandung 
arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan dana eksternal 
(terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula 
sebaliknya (Faud, 2016 dalam Awani & Hariani, 2021). Berikut Rumusnya: 
 

𝐾𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑖𝑟𝑖𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 
 𝑥 100% 

Tabel 2 Kriteria Kemandirian Daerah 
Kemampuan 
Daerah 

Kemandirian Pola Hubungan 

Tinggi 100% s.d 75% Delegatif 

Sedang 75% s.d 50% Partisipatif 

Rendah 50% s.d 25% Konsultatif 

Rendah Sekali 25% s.d 0% Instruktif 
Sumber: (Tyas & Rani, 2022) 

c. Rasio Efektivitas Terhadap PAD 
 Menurut (Faud, 2016) rasio efektivitas menggambarkan kemampuan 
pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang 
direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil 
daerah (Awani & Hariani, 2021). Semakin besar nilai rasio yang diperoleh atau 
semakin besar target yang direalisasi, mengindikasikan bahwa semakin efektif 
kinerja anggaran pada suatu instansi pemerintahan, begitu juga sebaliknya (Awani 
& Hariani, 2021). Berikut rumusnya: 
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𝐸𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝐴𝐷

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 
 𝑥 100% 

Tabel 3 Kriteria Efektivitas Terhadap PAD 

Persentase 
Kinerja Keuangan 

Kriteria 

>100% Sangat Efektif 

100% Efektif 

99% s.d 90% Cukup Efektif 

89% s.d 75% Kurang Efektif 

<75% Tidak Efektif 
Sumber: (Tyas & Rani, 2022) 

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah 
 Sartika, (2019) mengatakan bahwa rasio efisiensi daerah merupakan 
perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh 
pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Awani & Hariani, 2021). 
Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien kinerja keuangan pemerintah daerah 
(Awani & Hariani, 2021). Berikut rumusannya: 
 

𝐸𝑓𝑖𝑠𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐾𝑒𝑢𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑎𝑛𝑗𝑎 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ

𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑒𝑟𝑎ℎ 
 𝑥 100% 

Tabel 4 Kriteria Efisiensi Keuangan Daerah 

Persentase 
Kinerja Keuangan 

Kriteria 

Dibawah 100% Efisien 

100% 
Efisien 
Berimbang 

Diatas 100% Tidak Efisien 
Sumber: (Tyas & Rani, 2022) 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Varian Pendapatan Daerah 
Tabel 5 Analisis Varian Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2020 – 2022 

Tahun 
Realisasi 
Pendapatan Daerah 

Anggaran 
Pendapatan Daerah 

Varians 
Pendapatan 

Kriteria 

2020 
 Rp     
2.428.579.503.649  

 Rp      
2.362.959.267.805  102,78% Baik 

2021 
 Rp     
2.644.780.935.777  

 Rp      
2.482.148.757.721  106,55% Baik 

2022 
 Rp     
2.787.105.058.803  

 Rp      
2.824.140.344.471  98,69% Kurang Baik 

Rata - Rata 102,67% Baik 

 
 Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020 dan 2021 varian pendapatan daerah kota 
bogor dapat dikatakan baik dikarenakan realisasi pendapatan daerahnya lebih besar dari 
yang dianggarkannya, sedangkan pada tahun 2022 terjadi penurunan sehingga berada 
dalam kriteria kurang baik karena realisasi pendapatan daerahnya berada dibawah dari 
jumlah anggarannya. 
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 Berdasarkan rata-ratanya, varian pendapatan kota bogor pada tahun 2020 – 2022 
berada di kriteria baik sehingga dapat dikatakan realisasi pendapatan kota bogor dapat 
melebihi target anggaran yang ditetapkan. 
Analisis Rasio Kemandirian Daerah 

Tabel 6 Analisis Rasio Kemandirian Daerah Kota Bogor Tahun 2020 – 2022 

Tahun 
Realisasi 
Pendapatan Asli 
Daerah 

Realisasi 
Pendapatan Daerah 

Kemandirian Kriteria 

2020 
 Rp         
872.017.242.152  

 Rp      
2.428.579.503.649  35,91% Konsultatif 

2021 
 Rp     
1.075.240.926.213  

 Rp      
2.644.780.935.777  40,66% Konsultatif 

2022 
 Rp     
1.147.623.045.709  

 Rp      
2.787.105.058.803  41,18% Konsultatif 

Rata - Rata 39,25% Konsultatif 

 
 Berdasarkan tabel diatas, pada tahun 2020 – 2022 rasio kemandirian kota Bogor 
berada dalam kriteria konsultatif karena pendapatan daerahnya masih sangat besar 
dibandingkan pendapatan asli daerahnya yang artinya kota Bogor masih belum maksimal 
dalam mengelola sumberdaya nya sehingga dapat dikatakan masih sangat bergantung 
kepada pusat. 
Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

Tabel 7 Analisis Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

Tahun 
Realisasi 
Pendapatan Asli 
Daerah 

Anggaran 
Pendapatan Asli 
Daerah 

Efektivitas Kriteria 

2020 
Rp         
872.017.242.152 

Rp         
741.531.123.201 

117,60% Sangat Efektif 

2021 
Rp     
1.075.240.926.213 

Rp         
914.550.650.320 

117,57% Sangat Efektif 

2022 
Rp     
1.147.623.045.709 

Rp      
1.150.887.225.486 

99,72% Cukup Efektif 

Rata - Rata 111,63% Sangat Efektif 

 
 Berdasarkan tabel rasio efektivitas pendapatan asli daerah diatas pada tahun 2020 
dan 2021 berada dalam kriteria sangat efektif yang artinya kota bogor sangat efektif dalam 
merealisasikan pendapatan asli daerahnya, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan 
menjadi 99,72% karena anggaran pendapatan asli daerahnya lebih besar daripada 
realisasinya sehingga berada di kriteria cukup efektif. 
 Berdasarkan rata-rata, secara keseluruhan kota Bogor dapat dikatakan sangat 
efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya karena rasio nya berada diatas 
100%. 
Analisi Rasio Efisiensi Pendapatan Asli Daerah 

Tabel 8 Analisis Efisiensi Pendapatan Asli Daerah 

Tahun 
Realisasi Belanja 
Daerah 

Realisasi 
Pendapatan Daerah 

Efisiensi Kriteria 

2020 
 Rp     
2.353.736.171.982  

 Rp      
2.428.579.503.649  96,92% Efisien 

2021 
 Rp     
2.636.065.820.905  

 Rp      
2.644.780.935.777  99,67% Efisien 
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2022 
 Rp     
2.984.193.683.003  

 Rp      
2.787.105.058.803  107,07% Tidak Efisien 

Rata - Rata 101,22% Tidak Efisien 

 
 Berdasarkan tabel rasio efisiensi pendapatan asli daerah diatas, pada tahun 2020 
dan 2021 berada dalam kriteria efisien dengan persentase masing-masing 96,92% dan 
99,67%. Hal ini terjadi karena realisasi belanja daerah lebih besar daripada realisasi 
pendapatan daerah nya. Pada tahun 2022 terjadi kenaikan efisiensinya menjadi 107,07% 
dikarenakan realisasi belanja daerahnya naik menjadi lebih besar dari realisasi pendapatan 
daerahnya sehingga dapat dikatakan tidak efisien. 
 Berdasarkan rata-rata, secara keseluruhan rasio efisiensi pendapatan asli daerah 
kota Bogor pada tahun 2020 – 2022 berada dalam kriteria tidak efisien. 
 
KESIMPULAN 
 Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2020 - 2022 varian 
pendapatan kota Bogor sudah baik dengan persentase 102,67% yang artinya realisasi 
pendapatan daerah nya melebihi anggaran yang sudah ditetapkan. Rasio kemandirian 
daerah kota Bogor pada tahun 2020 – 2022 masih rendah dengan persentase 39,25% yang 
artinya kota Bogor masih bergantung kepada pusat. Rasio efektivitas pendapatan asli 
daerah kota Bogor pada tahun 2020 - 2022 sangat efektif dengan persentase 111,63% yang 
artinya kota Bogor merealisasikan pendapatan asli daerahnya dengan sangat efektif. Rasio 
efisiensi pendapatan asli daerah kota Bogor pada tahun 2020 – 2022 tidak efisien dengan 
persentase 101,22% yang artinya pemerintah kota Bogor masih belum efisien dalam 
merealisasikan pendapatan daerahnya. 
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